BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk mclaksanakan kctentuan Pasal 316 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, perlu membentuk Peraturan Daerah lentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2019;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik
indoncsia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);




6.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 {icntang
Keuangan Negara (embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab
Keuangan Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Percncanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah  {LLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5409);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5239);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

¥




12.

14.

16.

17.

18.
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scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201056
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20105
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Pcraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Pcrubahan  Nama  dan Pecmindahan  Tempat

Kedudukan Pemerintah Dacrah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Ncgara Republik Indoncsia
Tahun 1972 Nomor 38];

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (lL.embaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
lLermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Kecuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4576) sebagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Pemcerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Kcuangan Kcepada Partai PPohtik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana tclah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemcerintah Nomeor 1
Tahun 2018;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inscntil
Pemungutan Pajak dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5161);



19,

20.

21.

24.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemcrintah (Lembaran Negara
Republik  Indoncsia  Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia
Nomor 5165};

Peraturan Pemcerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Pcraturan Pemecrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemecrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pcngelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa  yang  bersumber  dari Anggaran
Pendapatlan dan i3clanja Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun - 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Rcepublik  Indonesia
Nomor 5558) scbagaimana telah diubah beberapa kali
tcrakhir dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2016;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenlang
Pembinaan  dan  Pengawasan Penycelenggaraan
Pemcerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2017 Nomor 73, ‘Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar

Pclayanan Minimal;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan

Perundang-Undangan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
schbagaimana tclah diubah beberapa kali, terahir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;




28.

29,

30.

31.

34.

30.

Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 222/PMK.07/
2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Cukail Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Dacrah (I3crita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan
Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggunjawaban Pcnggunaan DBantuan
Kceuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2019 {Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2018
Nomor 701);

=

Peraturan Daecrah Kabupaten Situbonde Nomor O
Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas
(PT) Bank Perkreditan Rakyat (IBPR)  Syariah
Situbondo  (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2003 Nomor 5} scbagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Dacrah  Kabupaten Situbondo
Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Scri £ Nomor 2};

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2007 tentang Penctapan Atas  Pendirian
Perseroan  Terbatas (PT) Radio Suara  Situbondo
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2007

Nomor 6);
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41.
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Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 11
Tahun 2015 tentang Perecncanaan Pembangunan
Desa {L.embaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
2015 Nomor 10j;

Peraturan Dacrah Kabupalen Situbondo Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Pcrangkat Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten

Situbondo Tahun 2016 Nomor 6};

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Mcnecngah  Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
2016-2021 (Lembaran Dacrah Kabupatcn Situbondo
Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dcwan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 11
Tahun 2018 t(entang Anggaran Pendapatan dan
IBclanja Dacrah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 11};
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Bcelanja
Dacrah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.



Anggaran

Pasal 1

Pendapatan

dan

Belanja

Dacrah Tahun

Anggaran 2019 setclah perubahan dengan rincian schagai

berikut :

a. Pcndapatan
1. Semula
2. Bertambah

Jumlah Pendapatan

sctelah Perubahan

Belanja
1. Scmula
2. Bertambah

Jumlah Belanja

sciclah Perubahan
Defisit - Setlelah

Perubahan

Pembiayaan

1.

Pencrimaan
a) Scrula
b} BBertambah

Jumlah Pencrimaan

setelah Perubahan

. Pengeluaran

a) Scmula

b) Bertambah
Jumlah Pengeluaran
sctelah Perubahan
Jumilah Pembiayaan
ncto sctelah
Perubahan

Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran

sciclah Perubahan

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

1.685.683.318.801,95
120.206.873.520,04
1.805.890.192.321,99

1.749.683.318.801,95
201.228.163.134,80
1.950.911.481.936,75

(145.021.289.614,76)

64.000.000.000,00
81.021.289.614,76
145.021.289.614,76

0,00
0,00

0,00

145.021.289.614,76

0,00




(1)

(2)

Pasal 2

Pendapatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli

Dacrah
1) Scmula Rp. 189.329.081.154,95
2) Berkurang Rp. {(264.135.362,96)

Jumlah pendapatan Rp. 189.064.945.791,99

asli dacrah sctelah

Perubahan

b. Dana pcrimbangan

1) Scmula Rp. 1.274.091.872.000,00
2) Berkurang Rp. {1.815.312.885,00)
Jumlah dana Rp. 1.272.276.559.115,00
perimbangan

sciclah Perubahan

c. Lain-lain pendapalan dacrah yang sah

1} Scemula Rp. 222.262.365.617,00
2) Bertambah Rp. 122.286.321.768,00
Jumlah lain-lain  Rp. 344.548.687.415,00
pcndapatan dacrah

yang sah sciclah

Perubahan

Pendapatan Asli Dacrah scbagaimana dimaksud pada

ayal (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak dacrah

1} Semula Rp. 38.449.891.160,51
2) Bertambah Rp. 5.029.654.140,02
Jumlah  pendapatan Rp. - 43.479.545.300,53

asli  dacrah  sctelah

Pcrubahan

b. Retribusi Dacrah

1) Scmula Rp. 14.682.144.678,50
2) Berkurang Rp. (2.312.451.450,00}
Jumlah  retribusi Rp. 12.369.693.228,50
dacrah sctelah

Pcrubahan

i



(3)

(4)

c. Hasil pengclolaan  kckayaan  dacrah  yang

dipisahkan

1) Semula Rp. 4.243.125.751,30
2) Berkurang Rp. (209.244.730,65)
Jumlah hasil Rp. 4.033.881.020,60

pengelolaan kckayaan
dacrah yang
dipisahkan sctelah

Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah

1} Semula Rp. 131.953.919.564,64
2) Berkurang Rp. (2.772.093.322,33)
Jumlah lain-lain  Rp. 129.181.826.242,31

pendapatan ash dacrah

sctelah Perubahan

Dana pcerimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Transfer Umum

1) Scmula Rp. 964.979.525.000,00
2) Bertambah Rp. 1.783.658.000,00
Jumlah dana bagi Rp. 966.763.183.000,00
hasil scielah
Pcrubahan

b. Dana Transfer
Khusus
1) Sermula Rp. 309.112.347.000,00
2} Berkurang Rp. (3.598.970.885,00)
Jumlah dana alokasi Rp. 305.513.376.115,00
umum setelah
Perubahan

Lain-lain pendapatan dacrah yang sah scbagaimana
dimaksud pada ayal (1) huruf ¢ terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 52.319.240.000,00
Jumlah dana bagl Rp. 52.319.240.000,00

hasil pajak sctelah

Perubahan
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b. Dana  Bagi Hasil
Pajak  dar Provinsi
dan Pemerintah
Dacrah Lainnya
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah dana bagi
hasil pajak sctelah

Perubahan

Rp.

Rp.
Rp.

76.622.200.647,00
11.293.142.768,00
87.915.343.415,00

3) Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Scemula

2) Berkurang

Jumlah dana
penycsualan dan
olonormi khusus

sctelah Perubahan

4} Bantuan kcuangan

Rp.
Rp.
Rp.

dari

pemerintah dacrah lainnya

1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jurnlah Bantuan Rp.
keuangan dari
provinsi atau dari
Pemerintah dacrah
lainnya sctelah
Perubahan
Pasal 3

Belanja  scbagaimana  dimaksud dalam

huruf b terdin dari :

a. Belanja Tidak
Langsung
1) Scrmula
2) Bertambah
Jumlah belanja
tidak langsung

sclelah Perubahan

Rp.
Rp.
Rp.

145.640.165.000,00
0,00
145.640.165.000,00

provinsi atau dari
0,00
58.673.939.000,00

58.673.939.000,00

Pasal |

1.015.684.549.038,73
26.980.844.987,32
1.042.671.394.026,05



(2)
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b. Belanja Langsung

1) Scmula Rp. 733.998.769.763,22
2) Bertambah Rp. 174.241.318.147,48
Jumlah belanja Rp. 908.240.087.910,70
langsung sclelah

Pcerubahan

Belanja Tidak Langsung scbagaimana dimaksud

pada ayatl (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

“a. Belanja pegawai

1) Semula Rp.  720.486.325.697,31
2) Bertambah Rp. 12.162.677.602,44
Jumlah belanja  Rp. 732.649.003.299,75
pegawai sctelah

Perubahan

b. Belanja hibah

1) Scmula Rp. 32.421.930.000,00
2} Bertambah Rp. 14.040.470.000,00
Jumlah belanja  Rp. 46.462.400.000,00
hibah sctelah
Perubahan

¢. Bclanja bantuan
sosial
1) Scmula Rp. 14.185.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja Rp. 14.185.000.000,00
bantuan sosial

sctelah Perubahan
d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/

Kotla dan Pemerintah Desa

1) Scmula Rp. 05.431.763.583,00
2) Berkurang Rp. 153.236.417,00
Jumlah belanja  Rp. 5.585.000.000,00

bagi hasil sctelah

I*crubahan



12

c. Bclanja bantuan keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Pemcrintahan

Dcsa
1} Scemula Rp. 241.217.387.893,00
2) Berkurang Rp. 387.354.207,00

Jumlah belanja Rp. 241.604.742.100,00
bantuan kecuangan

sctelah Perubahan

f. Belanja tidak terduga

1) Scemula Rp. 1.942.141.865,42
2) Berkurang Rp. 243.106.760,88
Jumlah belanja Rp. 2.185.248.626,30
tidak terduga

setelah Perubahan

(3) Bclanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf b terdin dari jenis belanja :

a. Belanja pegawal

1} Scmula Rp. 80.909.487.870,00
2} Bertambah Rp. 14.842.290.217,80
Jumlah belanja Rp. 95.751.778.087,80
pegawail sctelah

Perubahan

b. Belanja barang dan jasa

1) Scmula Rp.  370.790.554.474,33
2) Bertambah Rp. 73.181.500.602,63
Jumilah belanja  Rp. 443.972.055.076,96

barang dan jasa

sciclah Perubahan

¢. Belanja modal

1] Scmula Rp. 282.298.727.418,89
?2) Bertambah Rp. 86.217.527.327,05
Jumlah belanja Rp. 368.516.264.745,94
modal sciclah

Perubahan
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Pasal 4

(1)  Pcmbiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf ¢ terdiri dari -
a. Penerimaan
1} Scmula Rp. 64.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 81.021.289.614,76
Jumlah pencrimaan Rp. 145.021.289.614,76

sciclah Perubahan

b. Pengeluaran

1) Scmula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berk  Rp. 0,00
urang)

Jumlah pengeluaran Rp. . 0,00

selelah Perubahan

(2) Pencrimaan schbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pcmbiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  Tahun

Anggaran scbelumnya (SILPA)

1) Scmula Rp. 64.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 81.021.289.614,76
Jumlah Sil.PA tahun Rp. 145.021.289.614,76
anggaran

scbelumnya sctelah

Perubahan
b. Pencairan dana
cadangan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/ Rp. 0,00
(berkurang)
Jumlah Pencerimaan Rp. 0,00
kembali pembcrian
pinjaman sctelah
Pcrubahan
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Pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.

Urailan

Penyertaan modal {investasi) pemerintah dacrah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/ Rp. 0,00
(berkurang)

Jumlah penycertaan Rp. 0,00
modal (investast)

dacrah sciclah

Perubahan

Pasal 5

lcbih  lanjut mengenai Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, scbagaimana tercantum dalam Lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

C.

Lampiran | Ringkasan  Pc¢rubahan  Anggaran

Pendapatan dan 13clanja Dacrah

L.ampiran Il Ringkasan  Perubahan  Anggaran

Pendapatan dan  Belanja  Dacrah
menurut Urusan Pemcerintahan

Dacrah dan Organisasi SKPD

Lampiran [11  Rincian Perubahan Anggaran

Pendapatan  dan  Belanja  Dacrah

menurut
Urusan Pcmerintahan Dacrah,
Organisasi SKPD, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan

Lampiran [V Rckapitulasi Perubahan  Bcelanja

menurut Urusan Pemerintahan
Dacrah, Organisast SKPD, Program

dan Kegiatan

Lampiran V Rekapituiasi Perubahan  Bclanja

Dacrah  Untuk  Kesclarasan  dan
Keterpaduan  Urusan  Pemcrintahan
Dacrah dan Fungsi Dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara



f. Lampiran VI  Daftar Pcrubahan Jumlah Pcgawal

per Golongan dan per Jabatan

g. Lampiran VII Daftar  kegiatan-kegiatan — tahun
anggaran scbelumnya yang bclum
disclesaikan dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran ini

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Dacrah dan Obligasi
Dacrah

Pasal 6

Dalam kecadaaan darurat Pemcrintah Dacrah dapat
mclakukan pengeluaran vang belum tersedia
anggarannya, yang sclanjulnya disampaikan dalam

Laporan Rcalisasi Anggaran dengan kriteria scbagai

berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dar  aktifitas
Pemerintah Daecrah dan tidak dapat diprediksikan
scbelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi sccara berulang;

¢. berada diluar kendali dan  pengaruh  Pemcerintah
Dacrah;

d. memihiki dampak yang signifikan tcrhadap anggaran
dalam rangka pcmulihan yang disebabkan olch

kecadaan darurat.
Pasal 7

Bupati menctapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 scbagai landasan opcrasional
Pclaksanaan Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2019.
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Pasal 8

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku  pada tanggal

diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pcraturan Dacrah ni dengan
penempatannya dalam  Lembaran Dacrah  Kabupaten

Situbondo.

Ditctapkan di Situbondo

Pada tanggal 2 4 SFP 2019

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 24 SEP ng

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

-

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI
JAWA TIMUR : 289-4/2019




